
                         

 

 

 

 

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  

SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL  

DAN MENENGAH KABUPATEN DEMAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa  berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 4 

Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah                

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, telah 

dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi 

Legal; 

 

b. bahwa dengan dibentuknya pembentukan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal, Peraturan Bupati 

Demak Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Demak, perlu diubah; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak 

Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Demak; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

 

 

BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR  5  TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 48 TAHUN 2016 



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia      

Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5355); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia            

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014             

Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5512); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Peraturan Menteri Perdagangan                                     

Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi 

Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016    

Nomor 1719); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksanan Teknis Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

 

 

 



12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 5); 

13. Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten 

Demak Tahun 2016 Nomor 49); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 48 TAHUN 2016 

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS 

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, 

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH          

KABUPATEN DEMAK. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 

48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak 

(Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 49) 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 3 dihapus, 

sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, yang membawahkan: 

1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Perdagangan, yang membawahkan: 

1. Seksi Promosi dan Usaha Perdagangan; 

2. Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen; dan 

3. Dihapus. 

d. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 

yang membawahkan: 

1. Seksi Kelembagaan Koperasi; 

2. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan 

3. Seksi Usaha Simpan Pinjam Koperasi. 

 

 



e. Bidang Pengelolaan Pasar, yang membawahkan: 

1. Seksi Sarana dan Prasarana; 

2. Seksi Ketertiban dan Kebersihan; dan 

3. Seksi Pendapatan dan Ketenagaan. 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan 

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

huruf d dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Dinas. 

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala 

Bidang yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

angka 1 sampai dengan angka 2, huruf d angka 1 

sampai dengan angka 2 dan huruf e angka 1 sampai 

dengan angka 3, dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bidang. 

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh kepala yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Dinas. 

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Pejabat Fungsional 

senior yang ditunjuk sebagai koordinator dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(8) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 12 

Bidang Perdagangan mempunyai tugas merumuskan 

kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan promosi dan 

usaha perdagangan, distribusi dan perlindungan 

konsumen. 

 

 

 



3. Ketentuan Pasal 14 huruf g, huruf h, huruf j diubah dan 

huruf i dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 14 

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai uraian tugas: 

a. merencanakan operasional program dan rencana kerja 

serta rencana kegiatan di Bidang Perdagangan; 

b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis Bidang Perdagangan; 

c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas 

kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan 

berdasarkan/sesuai ketentuan yang berlaku; 

e. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak 

terkait; 

f. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang 

Perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan 

sebagai bahan kajian pimpinan; 

g. melaksanakan pembinaan di bidang promosi produk 

usaha perdagangan berorientasi ekspor, distribusi, 

usaha perdagangan dan perlindungan konsumen; 

h. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan 

kegiatan pembinaan promosi produk berorientasi 

ekspor, distribusi, usaha perdagangan dan 

perlindungan konsumen; 

i. dihapus; 

j. melaksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan 

pengawasan di bidang perdagangan, dan perlindungan 

konsumen; 

k. mengembangkan dan pemantapan promosi produk 

usaha perdagangan berorientasi ekspor dan distribusi 

perdagangan; 

l. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan; 

m. melaporkan pelaksanaan programdan kegiatan Bidang 

Perdagangan kepada atasan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

oleh atasan. 

 

4. Ketentuan Pasal 17 dihapus. 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 

        

 Ditetapkan di Demak  

 pada tanggal 22 Januari 2018 

 

BUPATI DEMAK,  

  

         TTD 

HM. NATSIR 

 

 

 

NO JABATAN PARAF 

1 SEKDA  

2 ASISTEN I  

3 KABAG HUKUM  

4 KA BKPP  

5 KABAG ORPEG  

Diundangkan di Demak 

pada tanggal 24 Januari 2018 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 

 

TTD 

SINGGIH SETYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 

KABUPATEN DEMAK 
 

 
                                                                                         BUPATI DEMAK,  

  

    TTD 

                                                                                         HM. NATSIR 

 

NO JABATAN PARAF 

1 SEKDA  

2 ASISTEN I  

3 KABAG HUKUM  

4 KA BKPP  

5 KABAG ORPEG  

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR   5   TAHUN 2018 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 48 
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, 

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DEMAK 


